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KATA PENGANTAR

Di Era Reformasi Birokrasi dituntut adanya penerapan Sistem Pemerintahan yang
bersih dan bertanggung jawab sebagai gambaran Negara kita, yang menganut sistim
demokrasi pancasila. Dan Undang undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik merupakan aspek penting untuk mewujudkan prinsip tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai percepatan dalam
Implementasinya secara konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah
dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka
dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur
tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang
berlaku,

Sebagai PPID Pembantu Pemerintah Provinsi, PPID Dinas PUTR Provinsi Sulawesi
Selatan berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan
informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan
tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi, PPID Dinas
PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun
2021 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan
keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi
masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola
Pemerintahan yang baik menuju opengovernment.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat
waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk

mengakses informasi publik yang dimaksudkan.
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BAB |
LATAR BELAKANG

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada
tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk
melaksanakannya. Mulai Tahun 2011 Sosialisasi UU tersebut sudah dilaksanakan di
beberapa Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Badan Publik BUMN,
BUMD maupun diDinas-Dinas.

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk
mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana, maka Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 telah membentuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pergub Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi
Selatan.

Dalam perjalanan hingga tahun 2017, hasil yang dirasakan belum maksimal
dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi ini, maka Pemerintah Daerah dalam
rangka upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan maka dilakukan revisi
Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi menjadi Pergub
Nomor : 115 Tahun 2017, sekaligus menerbitkan dua Surat Keputusan Gubernur
yaitu SK.Gubernur Nomor : 1481 dan 1482 tahun 2017 tentang pembentukan PPID
Utama dan PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di Perbaharul
dengan Penerbitan SK Nomor :184/1/Thn 2020 tentang PPID Utama, serta SK Nomor :
183/1/ Tahun 2020 tentang PPID Pembantu.

Kebijakan lain adalah dukungan sarana dan prasarana dari Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan berupa penganggaran dan dukungan fasilitas dalam pengelolaan
PPID pada Dinas PUTR tetap menjadi perhatian . Namun pada tahun 2021 dan 2022

terkait pengelolaan PPID Pembantu tidak mendapatkan alokasi anggaran, walaupun
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demikian kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan performa PPID berupa Pelayanan
Masyarakat terkait kebutuhan Informasi tetap berjalan secara maksimal dengan
segala keterbatasan yang ada. Maka dari itu kami berencana mengusulkan anggaran
tahun 2023 namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan
terjadinya perubahan anggaran yang di alihkan dalam penanggulangan covid 19,
sehingga kegiatan dalam penguatan pelaksanaan PPID tidak dapat dilaksanakan
secaramaksimal.

Perkembangan umum peningkatan pelayanan informasi di Dinas PUTR terkait
akselerasi Implementasi UU KIP, hingga akhir tahun 2021. Untuk PPID di lingkungan
Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjuk petugas PPID melalui SK
Kepala Dinas, namun dalam tugas dan fungsinya belum terlaksana dengan baik.
Semopga dengan adanya motivasi dari Komisi Informasi (KI) Sulawesi Selatan
menyelenggarakan PPID Award setiap tahun, dengan melakukan monitoring dan
evaluasi perkembangan PPID di masing-masing Badan Publik dalam menjalankan

amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

. Tupoksi PPID Dinas PUTR Sulsel :
Tupoksi PPID Dinas PUTR Sulsel adalah :

a.
b.

membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan
sesual kebutuhan;

melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;

menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi
pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima;

mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di
lingkungan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan
Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

menyampaikanlaporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan

dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan
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BAB Il
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana
amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas
Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam
mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk
memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan
sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan
proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar
memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan
memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi
barbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau

permohonan informasi publik harus realistis.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui PPID dalam upaya meningkatkan
pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa
media sebagai berikut :

- Melalui website htto://pute.sulselprav.qgo.id

- Media Sosial (Instagram : putrsulsel)

- Help desk/layanan langsung/frontdesk

- Keluhan Layanan Publik : SMS ke 1708, Aplikasi SP4N
- Email : dinasputrsulselprov@gmail.com

2. Sumber Daya Manusla yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan SK Gubernur Nomor : 29/1/Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentas (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi
Selatan yaitu :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

JABATAN DALAM PPID KETERANGAN

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pembina Provinsi Sulawesi Selatan
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Kt Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan
Sekretaris Kepala Sub Baglan Program
1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian
dan Hukum
Bidang Pendukung Sekretariat 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
PPID 3. Janwar, S.Kom
4, Hari Darmawan
5. Khairul Fuady
1. Kepala Bidang Bina Teknik dan Perencanaan
Bidang Data dan Klasifikasi 2. Kepala Seksi Teknik dan Perencanaan Bina
Informasl Marga
3. Kepala Seksi Teknik dan Perencanaan SDA
1. Kepala Bidang Bina Konstruksi
Bidang Fasilitasi Sengketa 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air
britormaz) 3. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian
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BAB I
RINCIAN PENGELOLAAN PELAYANAN PPID

1. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya

Tidak adanya Alokasi anggaran dalam Pelakasanaan PPID pada Dinas PUTR Provinsi
Sulawesi Selatan. Menyebabkan hambatan tugas Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan
Pengumpulan Data terkait informasi pada UPT kami yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.
Yang hampir sebahagian besar kegiatan Dinas PUTR berupa pekerjaan fisik Pembangunan di
Lapangan, baik berupa pembangunan jalan, jembatan, daerah irigasi dan bangunan
infrastruktur gedung.

Semoga untuk tzhun 2023 PPID mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan
kegiatannya utamanya pada sector pemenuhan kebutuhan anggaran.

. Pelayanan Permohonan Informasi

Jumlah Pemohon Informasi pada PPID Pembantu Dinas PUTR pada tahun 2021 baik
secara langsung maupun online mengalami pengingkatan. Hal ini di akibatkan karena
pemohon informasi secara online sangat mudah dalam mengakses informasi-informasi yang
mereka butuhkan baik melalui website maupun media social Instagram, sedangkan bagi
pemohon informasi secara langsung/offline dimudahkan dengan langsung ke ruangan khusus
PPID pada Dinas PUTR yang dapat langsung dilayani pada saaat itu juga. Karena kami

menyiapkan Petugas Pelayanan Non-Stop selama jam Kerja.

3. Tantangan/Masalah dan Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Hingga akhir tahun 2021, PPID Sulawesi Selatan dalam penglolaan informasi ini,

mendapatkan berbagai masalah dan tantangan, yang antara lain ;

No Masalah 2021 Rencana Tindak lanjut 2022
Masih banyak badan pihak yang - Sosialisasi
belum memahami urgensi PPID baik | - FGD
1 lingkup Pemernintah provinsi sulawesl | = Rakor
' selatan maupun OPD (Para Stake - Monev PPID Pada UPT,
Holder) Bidang dan SeksifSubag

Kurangnya komptensi SDM PPID

datam penglolsar Layanan Informas] Peningkatan volume Bimtek dalam

pembinaan SOM PPID

Publik
3 Tidak teralokasikannya anggaran Pengusulan Anggaran untuk APBDP
z Kegiatan PPID Tahun 2022
Dukungan sarana dan Pra
4, B SR Y Pemenuhan Infrastruktur sarana dan

tidak memadai pada pelaksanaan
kegiatan PPID pacerp prasarana dalam pelaksanaan PPID
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BAB IV
PENUTUP

Dalam percepatan Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang signifikan bagi Badan Publik
Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi khususnya
di Sulawesi Selatan. Namun demikian animo masyarakat sebagal pengguna yang
memanfaatkan UU tersebut sebagal sarana untuk memperoleh informasi mengalami
peningkatan karena pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan Informasi sudah
terbuka, baik kelompok masyarakat/LSM atau perorangan yang memanfaatkan undang-
undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya. Inilah
tantangan PPID Pembantu sebagai pengelola informasi dan dokumentasi untuk

meningkatkan perfarma PPID ke depan.

Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagal Badan
Publik Pemerintah PPID Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk
mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan
informasi kepada masyarakat dengan balk, benar, aktual, murah dan dengan cara yang

mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam
pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan
Negara yang balk, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan
dan pelayanan Informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan
informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good
governance dan open government). Dengan demikian tujuan Reformasi birokrasl dapat

terwujudkan dengan baik.

Makassar, April 2022

*?ahgkat Pembina Tk. 1/ IVb
Nip. 19661001 199203 2 017
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TAHUN ANGGARAN 2021

L

?&Eé:@ ..ijnkntuu o

ek e L m

.
T
-
o/



SK Penujukan Pengelola Informasi dan Domunetasi (PPID)

PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JAlAN Andi Pangerang Carane hs rin Maassy Keealge G0 ) Tatp /0 w164 1y danny

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWES! SELATAN
NOMOR : 29/1/TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFOR MASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP DINAS PEKER.JAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWES] SELATAN TAHUN 2022

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MALIA [8A

® GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang o bahwa unuk melaksanakan ketentmin Basal O avi (3
Peraturan Gubernur Sulawes: Selitan Momor 115
Tahun 2017 Tentang Vedaman Penpelolaan Pelayianan
Informasi  dan  Dokumentasi  Pemerintali Daerah
Provinsi Sulawest Selwan, perlu menunjuk Peisbat
Pengeloln Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Lingkup Dinus Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,
Provinsi Sulawesi Selaan Tahun 2022;

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurul o, maka perlu menetapkan
Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  tentang
Penunjulan  Pejabat  Pengelola  Informasi dan
Dokumentasi  (PPID}  Pembantu  Lingkup Dinas
Pekerjoun Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022,

Undang-Undung  Nomor 11 Tahun 2008 tentang
(eterbukaan Informasi Publik  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Taliun 2008 Nomer 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonwr 4846},
ang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tenuing Pelavanan Publik  (Lembaran  Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
: aran Negara Republik Indonesia Nomor 5038},
ndang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
embentukin Peratun Perumdang-Undangan
embaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011
omor B2, Tambaban Lembaran Negame Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
 denga Undang-Unding Nomor 15 Tahwn 2019 wentang
erubs atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
I mbentukan Peraruran Perundang-Uniciogan
egara Republik Indonesia Tahun 2019
CTambahan Lembaran Negare Republik
(IXULTR
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
egarn (Lembinan Negam Republik
2014 Nomor b, Tambahan Lembaran
donesin Nomor 5494},

BerAKHLAK (@ putrsulseiprovgold ) putrsulse
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aana telal dinbak detigan !odang lintang
Sopmon 11 Tahun 2020 ventang Lt teea ilembaran
Negara Repablik Indonesiz Lahiun 2040 Momar 215,
Tamhahan Letmburan Nepara Repulilik lndonesa “mnar
a7,

Peraturan Pemermitah Nomer Gl Tahun 2010 teatang
Peikaanaan Undang Unding Homar 13 Tahknun 2005
temtang Reterbukaan  Informees Pubili [rmbaran

=1

’ Nepara Repulilik Indossia Tiahun 2010 Momor W,
Tambahan Lembiaran Negia Pepublie Indoness Il ieslite
510

§.  Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Peranpkat  Dacrah  (Lembaran  Negard Repubiin
Indanesia Tahun 2016 Homor 114, Tambahan
Lentharmn  Negarn Republik Indonesia fionmor SAET]
Sclugaimana  telah  diubah  dengan  Prraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 20149 tentang Perubelin
atas Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016
tenang Perangkat Dacsidh (Lembaran Hepara Republiz
Indonesia  Tahun 2019 Nomor 137, Tambahan
Lembarzin Negara Kepublik Indonesia lomor 6302];
0. Peraturan Menten Dalam hegeri Somor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Prelavanan Informasi dan
Dokumentasi  wxementeran  Dalam  Negeri dan
’ Pemerintahan Daerah  (Berita  Negara  Repubilk
Indoncsia Tahun 2017 Komor 157);
Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat Dacrah (Lembarun Dacrah Provinsi Sulawesi

10.

‘Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
£ : Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  293),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
winsi Sulawesi Selitan Nomor 11 Tahun 2010
baran Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Nomor 11, Tambahan Lembarnn Daerah Provinsi
wesi Selatan Nomor 304

uran  Gubernur Suliwest Selatan Nomor 1135
2017 tenang Petloman Pengelolian Pelayanan
masi  dun Dekumentasi  Pemerintah Daerah
si Sulawest Selatan;

Gubrernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun

1gsl, serti Tata Kerju Peranghat Daerah (Den
rovinsi Sulawesi Sclatan Tahun 2021 Nomor
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Pekerjaan paket yang diupload di Website Dinas PUTR Sulsel
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Dokumen RENIA, RENSTRA, LAKIP, IKU yang diupioad di Website Dinas PUTR Sulsel
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Progres pekerjaan paket yang diupload di Sosial Media Instagram Dinas PUTR Sulsel
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Tata cara pelayanan laporan publik

(! PUTR

Cara Melaporkan Keluhan
Layanan Publik :

Akses SMS, wabsite dan aplikasi'Anda bisa mengakses SMS ke 1708
laman resmi'www.lapor.go.id, atau lewat aplikasi Span

Sampaikan keluhan Sampalkan keluhandengan rincl. Uralkan Kronologl
laporan dengan lelas dan lengkap. Andaharus menulls kKronologliaporan
tanggal kejadian, lokasi kejadian, dan instans! yang berkaitan.

Lampirkan bukti Lampirkan buktl pendukung kejadian bila ada.
Sepertl bukti dokumen yang salah cetak oleh petugas, foto,
dan rekaman.

Kirimkan dan tunggu Verifikasi Jlka laporan dirasa sudah lengkap,
buktl'sudah dilampirkan, maka segera kirimkan laporan

yang ada dan tunggulah verifikasi dari petugas. Dalam 3 hari
laporan akan diverifikasl, dan diteruskan kKepada instans|

yang berwenang.
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